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JOIN VENTURE SEBAGAI BENTUK
KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING-
DI INDONESIA

Oleh : Didi Nursidi

“A. Pendahuluan

Join Venture scbagai suatu ben-
wk kerjasama penanaman modal
vang didalamnya melibatkan pihak
asing, di Indonesia mulai sangat
- popular di penghujung tahun 60-an
dimana ketika itu bangsa Indonegia,~
baru menyadari bahwa bagi ke-
pentingan pembangunan nasional
diperlukan modal yang sangat
besar. Dikarenakan masih sangat
terbatasny acdangan devisa negara
untuk tujuan pembangunan itu,
maka Indonesia memerlukan arus
modal dari luar negri, yang pada
saat pemerintahan Orde Lama
masuknya modal asing ke Indone-
sia masih dianggap ebagai bentuk
~1ain dari penjajahan.

Istilah Joint Venture dalam ke-
sahian kehidupan masyarakat se-
lalu dipergunakan untuk menun-
jukkan sebuah kerjasama dalam
bidang-bidang tertentu yang me-
ibatkan pihak asing didalamnya.
Dengan bahasa lain Joint Venture
sering diistilahkan dengan sebutan
“patungan”, Sedangkan di kalang-
an Pemerintah istilah Joint Venture
- adalah suatu istilah yang diberikan
secara khusus untuk suatu bentuy
~kerjasama tertentu antara pemil
maodal nasional (swasta atau Pe

usahaan Negara) dan pemilik modal asing,.’

Sunarjati Hartono, menegaskan bahwa
istilah yang diberikan oleh Pemerintah ini tidak
cukup memadai, hal ini dikarenakan bahwa di
Indonesia tidak dapat ditunjukkan suatu
pcrbcdaan yang principal antara direct invest-
_ment dan portfolio investment, demikian pula
tidak ada perbedaan yang tajam antara direct
investment kredit, atau antara kontrak karya
dengan joint venture, sekalipun rumusan
yuridisnya memberi kesan seakan-akan ter-
dapat perbedaan yang besar dan principal *

Baik dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
maupun dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal asing, tidak dijumpai
adanya batasan secara hukum apa yang di-
maksud dengan Joint Venture tersebut. Karena
itu para pakar tidak mempunyai kesamaan
pandangan tentang apa sesungguhnya yang
dimaksud dengan joint venture ini.

Dalam suatu konteks tertentu Sunaryati
Hartono pémah memberi batasan tentang joint
venttfre, eliau mengatakan: “ Joint venture
adalah s¢tiap usaha bersama antara modal In-
donesia/dan modal asing, baik ia merupakan

aha Yersama antara swasta dengan swasta,

-Symarjati Hartono, Masalah-masalah Joint Ventures Antara
 Modal asing dan modal Indonesia, Alumini, Bandung, 1974,
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Pemerintah dengan swasta, atau-
pun pemerintah dengan Peme-
rintah”. Pada kesempatan ini juga
beliau tidak membedakan apakah
joint venture itu dianggap sebagai
penanaman modal asing ataupun
penanaman modal dalam negri.*

Senentra itu Ismail berpan-
dangan bahwa sebenarnya joint
venture hanya merupakan satu
diantara tiga bentuk kerjasama
penanaman modal dalam kerangka
PMA sebagaimana dikehendaki
oleh UU No. 1 tahun 1967. bentuk
kerjasama yang lain adalan Jointen-
terprise dan Kontrak Karya Me-
nurutnya:

1. Kerjasama dalam bentuk joiht
venture dalam hal mana para
pihak tidak membentuk suatu
badan hukum, yakni badan In-
donesia ;

2. Kerjasama dalam bentuk joint
enterprise dalam hal mana
para pihak bersama-sama de-
ngan modalnya (modal asing
dan modal nasional) mem-
bentuk badan Indonesia.

3. Kerjasama dalam betuk Kon-
trak Karya, dalam hal mana
pihak asing membentuk badan
hukum Indonesia dan badan
hukum Indonesia dengan mo-
dal asing ini yang menjadi
pihak dalam perjanjian yang
bersangkutan mengadakan
kerjasama dengan badan
hukum Indonesia lainnya.

Terhadap hal ini Sunaryati Har-
tono menganggap, bahwa joint en-

Vol. 3 No. 2 - Februari 200g
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terprise adalah merupakan bagian dari pada
joint venture. Kalaupun beliau sepakat yntuk
membedakan kedua bentuk kerjasama tersebut,
hal ini dikarenakan bahwa dikalangan peme-
rintah telah biasa pembedaan seperti yang
diutarakan oleh Ismail Suny telah diterima oleh
pejabat-pejabat resmi.!

Berdsarkan penjelasan diatas dapat disim-
pulkan bahwa yang dimaksud dengan per-
janjian kerjasama Joint Venture itu adalah: Suatu
perjanjian kerjasama antara pemodal nasioanal
Indonesia dengan pemihak modal asing,
dimana bersama-sama dyé(gan modal itu
dibentuk sebuah badan hukiim baru yakni badan
hukum/In'doncsia.

ecenderungan Pjhak asing Memilih
Bentuk Joint Venture

Ketika mula-mula sekali kesempata modal
asing dimasukkan ke Indonesia, para peminat
atau pemodal asing memang merasa belum
paham benar akan keadaan di Indonesia, baik
yang menyangkut dengan system ekonomi
budaya ekonomi., kultur sosial kemasyarakatan
dan lain sebagainya. Pada sisi yang di negara
asalnya tingkat persaiangan semakin tinggi,
peluang perkembangan perusahaan semakin
sukar. Di samping itu iming-iming uapah
murah dinegara-negara yang rata-rata waktu
ith baru saja memperoleh kemerdekaannya
sangat murah. Semua faktor-faktor ini telah
mendorong pihak asing untuk memilih Indo-
nex,'ia sebagai salah satu tempat alternative

', pengembangan usahanya.

\_ { Namun dmikian, bagi pihak pemodal
asing memilih suatu lokasi usaha baru dimana

) Ibid, him. 6

’ Lihat catatan kaki No, 1 Bab IV dari Sunarjati Hartono,
Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Madal
Asing di Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1972, him 127.
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serbagar kerangka sistem mercka
adak paham benar, maka pilihan
Mas Joint venture sebagai bentuk
keriasama penanaman modal ada-
lah merupakan sebuah alternatif
vang dipandang paling aman. Hal
i dhkarenakan, dalam joint venture
pehak asing dapat melakukan ke-
giatan usahanya tanpa harus ba-
avak menyesuaikan diri dengan
derbagai kerangka sistem termasuk
didalamnya sistem hukum. Se-
baliknya, bagi pihak pemilik modal
nasional juga tidak berbaur secara
utuh ke berbagai kerangka sistem
vang dimiliki oleh pihak partner
asingnya. Kesimpulannya, joint
venture banyak diminati pemodal
asing dalam menjalankan usahanya
di Indonesia, dikarenakan bentuk
kerjasama ini lebih mudah dari segi
operasionalnya. Ismail Suny meng-
istilahkan bentuk kerjasama joint
venture ini sebagai suatu partner-
ship (perserikatan) yang bersifat se-
mentara.*

Hal ini berbeda denagan Joint
Enterprise, di mana dalam sistem
kerjasama yang belakangan ini para
pihak asing maupun pihak Indone-
sia akan bersama-sama membentuk

‘suatu perusahaan baru yang me-
nurut ketentuan peraturan PMA
Indonesia perusahaan yang di-
bentuk itu harus berbentuk badan
hukum Indonesia (Pasal 3 (1) UU
‘No. 1 Tahun 1967).

Dengan dipilihnya bentuk joint
venture sebagai kerangka kerjasama

. penanaman modal oleh pihak asing
maupun pihak nasional, maka

Join Venture sebagai Bentuk Ketjasama Penanaman Mocdal Aging o [nddonesia

- e

bidang usaha yang dilakukan terbatas pada
bidang-bidang yang bersekala kecil saja Halind
disebabkan untuk bidang-bidang usaha yang
membutuhkan permodalan besar seperti per-
tambangan kerjasama dalam bentuk joint
ventire tidak diperkenankan (Pasal 8 (1) UU No.
1 tahun 1967). Menurut ketentuan pasal diatas,
untuk bidang pertambangan bentuk kerjasama
yang diwajibkan,0leh pemerintah Indonesia
adalah bentuk/Kfmtrak Karya.

C Upa\d/ndonesia Menghilangkan
Kekhawatiran pihak Pemodal Asing

Dari apa yang diuraikan sekilas di atas
tentang kecenderungan pihak asing untuk
memilih bentuk kerjasama joint venture, disbab-
kan pihak asing (dalam hal ini pemerintahnya)
masih merasa menanamkan modal di negara-
negara sdang berkembang membutuhkan sikap
yang sangat hati-hati. Kekhawatiran pihak ne-
gara-negara yang memiliki banyak modal
(negara maju) dalam melakukan investasi di
negara berkembang, dalam kenyataannya
banyak negara-negara berkembang dengan
dalih demi kepentingan perekonomian yang
mendesak, melakukan tindakan nasionalisasi.
Contoh dari keadaan ini adalah seperti yang
dilakukan oleh Tunisia yang pada tahun 1964
telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan
milik Prancis. Alasan nasionalisasi ini dilakukan
sehubungan dangan tindakan Perancis yang
telah menjajah Tunisia selama 83 tahun.*

Tindakan-tindakan nasionalisasi yang ba-
nyak dilakukan oleh negara-negara berkem-
bang ini telah menggerakkan Bank dunia untuk
membentuk suatu sistem hukum internasional
yang mampu melindungi dan menjamin investi

' lsmail Suny dan Rudiaoro Rochmat, Mm 107,
' Huala Adolf, Arbitrase Komersial Intemasional, Rajawah
Pers, Jakarta, 199, him. M4
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vang Jddakukan aleh investor asing
di negara-negara berkembang. Ke-
adaan imt pula yang melatar be-
lakang laharmva The conovntion on
the Recognileon of Investment Dispute
hetaven States Amd Natiomals of Ofther
States. Konvensi ini selanjutnya
melahirkan badan perwasitan vang
kata kenal dengan ICSID.

Desakan negara-negara maju
vang melahirkan Konvensi ICSID
1965 im, hanya merupakan salah
satu langkah yang ditempubh secara
multilateral bagi perlindungan
mvestasinya di negarasnegara ber-
kembang. Sedangkan dalam bentuk
tindakan bilateral tidak urung
pemenntah-pemerintah negara-
negara maju telah mengadakan
penanjian perlindungan investasi
(Investment Guaranty Agreement).
Khusus buat Indonesia, bagi mun-
culnya kepercayaan pihak asing
untuk menanamkan modalnya di
Indonesia telah dibuat penjanjian-
perjanjian bilateral mengenai jamin-
an perlindungan investasi ini antara
Lan dengan amerika serikat, Jepang,
Jerman, Ingpris, Belanda, dll. Se-
Janjutnya Indonesia juga telah
memperlihatkan sikap heseriusan-
nya dengan meratilikasi Konvensi
ICSID 1965 melalui UU No. 5 tahun
1968 (LN, No. 32 tahun 1968).

D1 samping itu Undang-
undang Penanaman Modal Asing
sendirs dengan tegas menyatakan
- bahwa Pemernintah tidak akan me-
Jakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan-perusahaan yang di-

L R e Rt I
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dirikan dalam rangka penanaman modal asing
(I"asal 21 UU ne. 1 Tahun 1967). Selanjutanya
untuk lebih menarik minat asing didalam
menanamkan modal di Indonesia, Pemenntah
telah pula memberikan beberapa kelonggaran
atas bea masuk, pajak atas barang modal, bea
materai, pajak perseroan, pajak deviden dan
lain-lain keringanan yang kesemuanya itu
kembali di pertegas dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 Tentang Penanaman Modal Asing,

D. Pergeseran dari Jpin( Venture kepada
Joint Enterprise ?

Joint venture, berdasarkan UPMA pada
dasamya hanya merupakan salah satu bentuk
kerjasama penanaman modal dalam rangka
P'MA (Penjelasan Pasal 8 UU No. 1 tahun 1967).
Sebagaimana kita Ketahui berdasarkan bentuk-
nya, joint venture tidak membentuk perusaha-
an baru yang berbadan hukum Indonesia.
Sedangkan dalam joint enterprise, gabungan
modal asing dan nasional membentuk per-
usahaan baru dengan berbadabn hukum Indo-
nesia. Bila kita perhatikan dengan scksama,
UPPMA sebenarnya lebih diarahkan kepada
bentuk yang terakhir (joint enterprise). Hal ini
dengan llq;.w disebutkan dalam PPasal 3 (1) :

Pertisahaan yang dimaksud dalam pasal 1

yang dijalankan untuk seluruhnya atau
lmzian terbesar di Indonesia sebagat ke-
_safuan perusahaan tersendirt harus bers
tbeptuk Badan Hukum menurut Hkum In-

Uanesia dan berkedudukan di Indonesia.

Knginan dan maksud dari ketentuan pasal
3 UPMA i dapat dimengerti sebagai upaya
untuk memantapka status hukum dari per
usahaan yany dibentuk dalam kerangka I'MA

* Penjelasan Iasal ini menyebutkan:

B T S T e Tk L T T Sy
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Penanaman maslal asing oleh

st anygg asting dalaim atatusiya
s AL BEOLANY PeTseorangian,
dapat mentmbulkan kesalit:
an/ hetidab togasan di bidang
hukum internasional,

Denpan mewajibkan bentuk
padan hukum dengan demikian
aban mendapat ketegasan me:
ngenal status hukumnya, yaitu
badan hukum Indonesia yang tun:
duk pada hukum Indonesta, Se-
hagal badan hukum terdapat ke
tegasan tentany modal yang i
tanam i Indonesla,

Akan tetapl persoalannya ke
harusan membentuk badan hukum
Indonesia bagi modal asing, tidak
sepenuhnya dapat begitu saja di-
terima oleh para Investor asing,
Oleh karena ftu menurut hemat
kami, bahwa dibukanya peluang
kejasama penanaman modal yany,
diwujudkan dalam bentuk joint
venture, adalah merupakan jalan
keluar yang disediakan bagl para
investor asing yang masih ragu-
ragu dengan status badan hukum
Indonesia tersebut (bentuknya
Perseroan Terbatas),

Kini setelah hamper 4 dekade
era penanaman modal asing di
indonesia dengan pegala perlakuan
khusus yang telah diberikan olel
Pemerintah Indonesia, diharapkan
keragu-raguan pihak asing atas sta-
“tus badan hukum Indonesia itu
sudah tidak beralasan lagi, utama-
nya setelah diundangkannya UU
No. 1 Tahun 1995 tentang Pm.«nm?

B e e = T apap—

pelwang untuk menjadibag 170 dengon 1457

Terhiatan, dimana inenorol yrdang sutalang 1
mandal asing adalah diper ik an

Selanjuinya liwloneala pun sermabin e
nyadant befapa pentingniya arus musdal asing,
pengperak roda perekimorman tasional Indo
neala, karena 1 segala hambatan bag rrocks s
modal asing tersebut semakin dikurang bila
tidab hendak dikatakan diblangkan sama
seball, Bukti keseriusan Pemenntsh mu di-
wijudkan dalam peraturan Pemerintahan
Nomar 20 Tahun 1994 tentang, Perabkan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didinkan Dalam
Rangka enanaman Modal Asing. Peraturan
Pemerintah Inl dapat dikatakan merupakan
nalah satu lompatan yang, cukup beran) yang
diambll oleh Pemerintah dalam ranghka me-
npejar ketertinggalan Indonesia dalam pe-
masukan arus modal asing, yang dalam banyak
hal Indonesia jauh tertinggal jika dibandingan
dengan negarasneyara Asean saja. Satu tahur
wfvlumnya, sebenarnya pemerintah telah
méngeluarkan kebijakan dalam pengaturan
saham asing dalam rangka PMA ini, yakni
sebagaimana diatur dalam Peraturan Peme-
riptahan Nomor 50 tahun 1993. Akan wetapi I'P
infi dinilal masih kurang liberal, karena dengan
djberlakukannya P'p No. 20 Tahun 1994, maka
ngan sendirinya ’p No. 50 tahun 1993 i
itanyakan tidak berlaku lagi,

Dibukannya peluang komposisi saham
asing-nasional 95 ; 5 dari selurub modal disetor
pada awal pendirian perusahaan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 6 I’ No, 20 tahun 1944,
adalah merupakan insentif yang cukup berarti
bagi pihak asing yang ingin menanamkan
modal di Indonesia bila perusahaan yang
hendak didirikan itu berbentuk point enterprise.

Demikian kiranya, dengan semakin di-
bukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya inves-

B e e e - -
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tasi asing ke Indonesia apakah itu
dalam bentuk joint venture ataupun
joint enterprise, maka Kita pun akan
semakin berhadapan dengan pola-
pola kinerja asing yang sedikit
banyaknya akan berpengaruh
dalam tatanan kehidupan sosial
kemasyarakatan kita. Hal ini seperti
vang dikatakan oleh Sunaryati
Hartono, dengan semakin banyak-
nya dibangun joint venture di
negara kita, struktur seluruh per-
ekonomian dan masyarakat Indone-

R

sia mengalami perubahan daﬂ/

suatu struktur yang tertutup ke
suatu struktut yang terbuka, de-
ngan segala pengaruh positif tetapi
juga yang negative daripadanya.”

Kemudian untuk menghadapi
berbagai persoalan-persoalan kon-
trak yang menyangkut pembuatan
kontrak joint venture ataupun
bentuk kerjasama lainnya, maka
diperlukan suatu tingkat kemahiran
bagi para praktisi hukum kita
utamanya yang berhubungan de-
ngan berbagai disiplin ilmu hukum
seperti : Hukum Internasional, llmu
Perbandingan Hukum, Hukum Per-
data Internasional, Hukum Eko-
nomi Internasional, Ilmu Hubungan
internasional, Hukum Perjanjian
Internasional dan tidak kalah pen-
tingnya adalah pengetahuan
Hukum Kontrak Internasional iti
sendiri.

’ Sunarjati Haneno, Op. Cit. him. 63.
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e Joint venture, berdasarkan UPMA pada
dasarnya hanya merupakan salah satu bentuk
kerjasama penanaman modal dalam rangka
PMA.

Dengan semakin dibukanya pintu lebar-
lebar bagi masuknya investasi asing ke Indone-
sia apakah itu dalam bentuk joint venture atau-
pun joint enterprise, maka kita pun akan
semakin berhadapan dengan pola-pola kinerja
asing yang sedikit banyaknya akan berpe-

/ngaruh dalam tatanan kehidupan sosial ke-

masyarakatan kita

Betapa pentingnya arus modal asing peng-
gerak roda perekonomian nasional Indonesia,
karena itu segala hambatan bagi masuknya
modal asing tersebut semakin dikurangi, dan
kendatipun kini hamper di semua daerah baik
tingkat provini maupun tingkat kabupaten/
kota telah dibuka pola pelayanan perizinan/
non perizinan satu pintu, tentu dengan haran
kebijakan ini tidak hanya proporma belaka.

/
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